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	Abstract

	Law enforcement is a concrete effort to reflect the moral values contained in legal norms. The increasing prevalence of motor vehicle theft committed by children is rising in Medan City, supported by complex social, economic, and psychological factors. This research aims to analyze how law enforcement is applied to children who commit motorcycle theft in Medan City, and to identify the causative factors of children's involvement in such criminal acts. The research uses a normative juridical approach with qualitative methods through interviews, observations, and literature studies. The results indicate that law enforcement against juvenile perpetrators of motor vehicle theft in Medan City is implemented based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), prioritizing a restorative justice approach through diversion mechanisms. This approach is applied because children have not yet achieved full psychological and emotional maturity, making rehabilitation-oriented handling more appropriate. Causative factors include: weak family supervision, peer pressure, economic hardship, low moral education, emotional instability, and inadequate community security systems. Restorative justice serves as an alternative law enforcement approach that emphasizes not only legal certainty but also more humane justice for all parties.
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INTRODUCTION
Anak merupakan elemen esensial dalam kesinambungan eksistensi umat manusia dan keberlanjutan pembangunan bangsa. Dalam kedudukannya sebagai generasi penerus, anak memiliki peran strategis sebagai fondasi masa depan bangsa yang harus dijaga, dibina, dan dilindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial secara optimal. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dalam seluruh aspek kehidupannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan zaman yang semakin modern telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata memicu angka kemiskinan yang berujung kepada meningkatnya kriminalitas, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan data Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara, sepanjang tahun 2024 tercatat 12.375 kasus kejahatan 3C (curat, curas, curanmor), di mana kasus curanmor cenderung meningkat dari 613 menjadi 805 kasus pada triwulan keempat, dengan total 2.989 kasus. Kota Medan tercatat sebagai salah satu daerah dengan lonjakan kasus paling menonjol.
Realitas yang mengkhawatirkan adalah bahwa tindak kriminal tersebut tidak lagi hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi telah merambah ke kalangan anak-anak. Sebagai contoh, seorang pelajar SMK berinisial YR ditangkap Polsek Medan Timur karena menjadi otak pencurian sepeda motor pada Januari 2024. Kasus serupa terus bermunculan, menunjukkan pola yang memerlukan penanganan hukum khusus yang berbeda dari penanganan pelaku dewasa. Pencurian yang dilakukan oleh anak sering kali merupakan bentuk respons terhadap tekanan hidup yang mereka alami, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung—baik secara fisik, emosional, maupun sosial—cenderung mengalami krisis identitas serta kehilangan arah dalam pembentukan jati diri. Sistem hukum nasional memberikan batasan yang jelas terkait usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Dalam menyikapi fenomena ini, muncul pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang dikenal sebagai restorative justice atau keadilan restoratif. Pendekatan ini berbeda secara mendasar dari sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung bersifat represif dan berorientasi pada penghukuman semata (Bagus, 2020). Keadilan restoratif justru menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif dan inklusif (Cornelius & Harefa, 2021; Anshorullah, 2025). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan restorative justice sebagai alternatif penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian sepeda motor di Kota Medan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut.

METHODS OF THE RESEARCH
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma atau aturan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang tidak hanya menggambarkan aturan atau norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik hukum, khususnya terkait proses penyelesaian perkara anak melalui pendekatan restoratif.
Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka, dengan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Medan

a. Dasar Hukum dan Prinsip SPPA
Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, khususnya pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan, harus dipahami dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. UU SPPA hadir sebagai instrumen hukum yang tidak hanya memberikan respons kriminal terhadap anak yang melakukan kejahatan, tetapi juga menekankan aspek perlindungan dan pembinaan (Lewoleba & Mulyadi, 2023). Artinya, penindakan pidana bukanlah satu-satunya tujuan; pendidikan dan rehabilitasi anak menjadi bagian yang sangat penting dalam penanganan kasus anak (Ina Heliany, 2017).
Dalam UU SPPA, terdapat sejumlah asas dasar yang menjadi pijakan dalam penegakan hukum pidana anak, antara lain: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghargaan terhadap hak-hak anak (Hakim dkk., 2024). Asas non-diskriminasi berarti bahwa anak berhadapan dengan hukum diperlakukan secara adil tanpa perlakuan yang merugikan semata karena statusnya. Asas kepentingan terbaik bagi anak menuntut bahwa setiap kebijakan dan tindakan dalam proses peradilan anak harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial anak (Meyfa Lumintang, 2025). SPPA juga menegaskan bahwa perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir (ultimum remedium), sejalan dengan semangat pemidanaan individualisasi (Ina Heliany, 2017).
b. Tahap Penyidikan dan Peran Unit PPA
Pada tahap awal, ketika seorang anak di bawah umur diduga melakukan pencurian kendaraan bermotor, penegakan hukum dimulai dari penyidikan. Di Polrestabes Medan, unit yang menangani anak adalah Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Unit ini secara khusus menangani perkara anak, termasuk anak pelaku kejahatan, dan bertugas memastikan bahwa hak-hak anak selama proses penyidikan dijamin (Ilham dkk., 2022). Anak berhak didampingi oleh orang tua atau penasihat hukum saat pemeriksaan, dan tidak boleh diperlakukan secara kasar atau mendapat kekerasan fisik maupun psikis (Meyfa Lumintang, 2025).
c. Diversi sebagai Upaya Penyelesaian di Luar Peradilan
Diversi merupakan unsur paling esensial dalam pelaksanaan SPPA. Diversi adalah penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal dengan melibatkan anak, keluarga, korban, pekerja sosial, dan penegak hukum untuk mencapai kesepakatan yang bersifat restorative daripada retributif (Aryani Witasari & Muhammad Sholikul Arif, 2022). Tujuan utamanya adalah menggantikan proses peradilan pidana formal dengan mekanisme yang lebih edukatif, rehabilitatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (I Made Sugita, t.t.; Rahul Ardian Fikri, 2020).
Dalam pelaksanaannya, penyidik Unit PPA Polrestabes Medan mengundang pembimbing kemasyarakatan dari Bapas, pekerja sosial, perwakilan korban, anak pelaku, dan keluarga anak untuk membicarakan bentuk penyelesaian. Kesepakatan diversi dapat berbentuk ganti rugi materiil, permintaan maaf dari anak kepada korban, pembinaan sosial, serta pengawasan atau kewajiban kerja sosial (Anshorullah, 2025). Kesepakatan dituangkan dalam berita acara diversi dan dilaporkan secara resmi. Penerapan diversi tunduk pada persyaratan ketat—hanya dapat dilakukan apabila ancaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun dan anak bukan residivis (Chandra, 2023). Namun, diversi tidak selalu berhasil. Berbagai faktor dapat menyebabkan kegagalan, seperti koordinasi yang lemah antara aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman orang tua tentang hak anak, ketidakhadiran korban dalam perundingan, atau keengganan anak untuk melakukan kompensasi (Cornelius & Harefa, 2021). Penerapan diversi di Kota Medan masih menghadapi hambatan administratif dan struktural yang perlu diatasi secara sistematis (Rahul Ardian Fikri, 2020).
d. Proses Peradilan dan Sanksi Anak
Jika diversi tidak mencapai kesepakatan, perkara anak dilanjutkan ke peradilan formal. Sidang anak di Pengadilan Negeri Medan dilakukan secara tertutup, tidak terbuka untuk umum, guna melindungi identitas anak dari stigmatisasi sosial (Meyfa Lumintang, 2025). Dalam persidangan, anak wajib didampingi Balai Pembimbingan Kemasyarakatan (Bapas) yang menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (social inquiry) bagi hakim. Hakim mempertimbangkan laporan ini bersama tingkat kedewasaan anak dan potensi rehabilitasinya sebelum menjatuhkan putusan (Rizki dkk., 2024).
UU SPPA mengklasifikasikan dua jenis sanksi: tindakan (non-penjara) dan pidana. Tindakan non-penjara mencakup pengembalian anak kepada orang tua, kewajiban mengikuti program pendidikan, rehabilitasi sosial, pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan, dan pekerjaan sosial (Ilham dkk., 2022). Sanksi pidana berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hanya dijatuhkan sebagai pilihan terakhir, dengan orientasi pembinaan bukan sekadar penghukuman (Bagus, 2020). Efektivitas sanksi sangat bergantung pada kualitas program rehabilitasi dan pendampingan pasca-pembinaan (Zulkifli dkk., 2022).
2. Faktor Penyebab Anak Terlibat dalam Pencurian Sepeda Motor di Kota Medan
Keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan persoalan sosial yang kompleks dan tidak dapat dipahami dari satu sudut pandang. Perilaku menyimpang pada anak umumnya terbentuk melalui interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi.
a. Faktor Keluarga
Kurangnya perhatian orang tua menjadi pemicu utama. Ketika kedua orang tua memiliki intensitas kerja yang tinggi sehingga waktu interaksi dengan anak terbatas, minimnya komunikasi dalam keluarga berdampak pada berkurangnya kesempatan untuk membangun kedekatan emosional dan memberikan bimbingan moral (Wahyuni, Muslim, & Cici Nur Azizah, 2022). Anak sering kali mencari figur pengganti dari lingkungan eksternal yang berpotensi negatif. Selain itu, pola asuh yang tidak tepat baik yang terlalu otoriter maupun terlalu permisif dapat menghambat perkembangan kedisiplinan anak. Rendahnya tingkat pengawasan orang tua juga membuat anak memiliki kebebasan tidak terkontrol dalam aktivitas sehari-hari, meningkatkan risiko keterlibatan dalam perilaku yang tidak sesuai norma (Uut Rahayuningsih dkk., 2025).
b. Faktor Lingkungan dan Pergaulan
Pengaruh teman sebaya merupakan salah satu faktor paling signifikan dalam membentuk perilaku anak (Grace Nathaline & Sondang M. Silaen, 2020). Interaksi dengan kelompok sebaya yang memiliki kecenderungan perilaku negatif, seperti keterlibatan dalam geng motor, dapat meningkatkan kemungkinan anak mengikuti pola perilaku yang sama. Dorongan remaja untuk menjadi bagian dari kelompok membuat mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan pola perilaku teman sebaya, meskipun bertentangan dengan norma (Singgih D. Gunarsa, 2008). Lingkungan tempat tinggal yang memiliki tingkat kerawanan kriminalitas tinggi turut menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi perkembangan perilaku positif—melihat aktivitas kriminal dalam kehidupan sehari-hari membuat anak menormalisasikan tindakan tersebut (Mahfud, 2022).
c. Faktor Ekonomi
Ketidakmampuan anak dalam memenuhi kebutuhan pribadi sering menjadi faktor pendorong perilaku menyimpang (Uut Rahayuningsih dkk., 2025). Keinginan untuk memiliki uang guna memenuhi gaya hidup tertentu dapat mendorong anak mencari cara yang tidak sesuai norma. Kesulitan ekonomi keluarga juga berperan signifikan—kondisi keuangan yang tidak stabil sering membuat anak merasa perlu membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui cara yang melanggar hukum (Mahfud, 2022). Pencurian kendaraan bermotor dinilai menarik karena barang curian relatif mudah dijual dengan nilai yang cukup tinggi, sehingga memberikan keuntungan cepat bagi pelaku (Hakim dkk., 2024).
d. Faktor Pendidikan dan Psikologis
Putus sekolah meningkatkan kerentanan anak terhadap perilaku kriminal karena menghilangkan struktur, bimbingan, dan aktivitas positif yang biasanya diberikan lingkungan sekolah (Zulkifli dkk., 2022). Rendahnya penanaman nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin membuat anak kurang memiliki pedoman dalam membedakan perilaku yang benar dan menyimpang. Dari sisi psikologis, emosi yang belum stabil pada anak dan remaja membuat mereka lebih mudah terpengaruh lingkungan, mengambil keputusan secara impulsif, dan terlibat dalam tindakan berisiko (Singgih D. Gunarsa, 2008). Keinginan memperoleh status sosial dan pengakuan dari teman sebaya juga mendorong sebagian anak untuk menunjukkan perilaku yang melanggar norma (Grace Nathaline & Sondang M. Silaen, 2020).
e. Faktor Kesempatan
Sistem keamanan lingkungan yang tidak memadai membuka peluang terjadinya tindak kriminal (Raihan Virgatama dkk., 2019). Kondisi seperti penggunaan sepeda motor tanpa kunci pengaman tambahan, area parkir yang minim pengawasan, serta lemahnya sistem ronda malam menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Kurangnya pengawasan ini menciptakan situasi di mana tindakan kejahatan dapat terjadi tanpa hambatan yang berarti (Mahfud, 2022).

CONCLUSION
Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam pencurian sepeda motor di Kota Medan pada prinsipnya bukan sekadar untuk menghukum, tetapi juga untuk membina dan melindungi mereka. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menempatkan anak sebagai individu yang masih dalam proses tumbuh kembang, sehingga mereka harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Mulai dari tahap penyidikan melalui Unit PPA Polrestabes Medan hingga persidangan di Pengadilan Negeri Medan, seluruh proses hukum dirancang untuk menjaga hak-hak anak, memberikan pendampingan, dan mengutamakan diversi sebagai penyelesaian yang lebih mendidik. Apabila diversi tidak berhasil, perkara dilanjutkan ke pengadilan dengan mekanisme khusus yang berbeda dari peradilan orang dewasa, dengan sanksi yang menitikberatkan pada pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi.
Keterlibatan anak dalam pencurian sepeda motor di Medan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan: lemahnya perhatian dan pengawasan keluarga, pengaruh negatif teman sebaya dan lingkungan, tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan moral, ketidakstabilan emosi, serta lemahnya sistem keamanan masyarakat. Dengan demikian, perilaku kriminal anak terbentuk oleh kombinasi kondisi keluarga, lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan faktor psikologis yang saling memengaruhi. Restorative justice menjadi solusi yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan yang lebih manusiawi bagi semua pihak.
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